K/L. Wajib Publikasi Laporan BPK

BADAN Pemeriksa Keuangan
(BFE} mulai tahun ind mewa-
fibkan seluruh entitas yang
laporan keuangannya telah
diperiksa BPE untuk meng-
umumkan hal tersebut se-
cara terbuka melaloi media
miassd.

Hal itu merupakan salah
satu langkah untuk mencapai
penguaian (ransparansi dan
akuntabilitas dari sefuruh en-
titas yang telah mendapatkan
pemeriksaan BPK.

“Manri akan ditampilkan
neraca, laporan ares kas,
laporan realisasi anggaran,
beberapa komponen akan
ditampikan satu halaman
penah dari semua entitas,
baik pemerintah dasrah. ke-

menterian atau lembaga (K/LL
maupun LEPPR" kata Kelua
BPE Agung Firman Sampuirma
dalam Media Workshop BFE
sgcara daring, kemarin,
Lebih lanjut, Agung menje-
laskan untuk tahun ini yang
diwajibkan ialah entitas ber-
opini wajar tanpa pengecua-
lian (WTP)L Sementara itu,
mulai tahun depan semua
entitas wajib melaporkan
hasil pemeriksaan laporan
kevangannya kepada publik.
la menuturkan uniuk ha-
sil pemeriksaan laporan ke
uangan terhadap tingkat
daerah, kabupaten, kota, dan
provinsi dapat disampaikan
kepada mestia lokal. Sementara
ims, untuk entitas nastonal atau

K/L dapat ditampilkan melalul
media massa nasional,
Tak hanya i, Agung juga

mewajiblkan para entitas un-
tik melaporkan kepada BPK

jika hasil pemeriksaan la-
poran keuangan telah disam-
paikan kepada masyarakat.

“Harus menyampaikan ke-
pada kami bahwa sudah di-
sampaikan kepada publik
seperti penyampaian pros-
pekius perusahaan yang go
public,” tegasnya.

Agung mengatakan langkah
ini difakukan karena para en-
thtaz mengeiola wang negara
vang Juga merupakan wang
masyarakai sehinges mereka
wajib tabhu hasil audic laporan
kevangan tersebut.

Terkalt dengan temuan BFK
adanya penggunain rekening
pribadi dalam pengelolaan
dana APEN di lingkungan ke-
menterian/lembaga, Agung
menjelaskan bahwa hal itu
tentu tidak diperbolehlkamn
dan dapat dikenai sanksi ad-
ministratif hingga pidana jika
diternukan kerugian negara.

Namun, menurutnya, hing-
ga saat ind belum ditemukan
adanya indikasi kerugian
negara. “5anksi yang akan
dikenakan sesuai peramran
dan tnghkat kesalahan, dapat
berupa sanksl administraclf
terrnasuk sanksl pidama. Se-
Jauh ink Belum menemukan
adanya keruglan negara,”
tandasmya, (Des/E-1)




